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Abstrak 

(Restorative Justice) adalah suatu pendekatan keadilan yang mengfokuskan 
kebutuhan dari pada para korban, pelaku kejahatan, dan juga melibatkan peran 
serta masyarakat, dan tidak semata-mata memenuhi ketentuan hukum atau 
penjatuhan pidana. Penelitian ini dilakukan pada Polsek Pariangan dalam perkara 
tindak pidana ringan pencurian. Focus permasalahan yang terdapat dalam 
penelitian adalah Bagaimana proses penyelesaian Restorative Justice perkara 
tindak pidana ringan melalui Restorative Justice oleh Bhabinkamtibmas di Polsek 
Pariangan ? serta Bagaimana hambatan dari Penerapan Restorative Justice 
Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Ringan oleh Bhabinkamtibmas di 
Polsek Pariangan? Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian 
hukum sosiologis, yaitu penelitian dengan melihat kenyataan hukum dalam 
masyarakat, melihat aspek-aspek hukum dan interaksi sosial dalam masyarakat, 
berfungsi sebagai penunjang bagi keperluan penelitian atau penulisan hukum. 
Sedangkan sifat penelitian yang dilakukan adalah bersifat deskriptif, yaitu 
memberikan gambaran disertai penjelasan secara sistematis mengenai tindak 
pidana pencurian ringan yang diselesaikan melalui restorative justice. Hasil 
penelitian menujukkan bahwa Proses penyelesaian tindak pidana melalui 
restorative justice terbagi 2, yaitu Traditional Village or Tribal Moots, Model ini 
merupakan akar munculnya penyelesaian sengketa pidana berdasarkan mediasi. 
Victim Offender Mediation, Kemunculan model Victim Offender Mediation selain 
disebabkan kemunculan tribal moots, juga disebabkan oleh tidak efisiennya sistim 
peradilan pidana yang lebih menekankan pada aspek pembalasan semata. 
Hambatan atau kendala dari penerapan restorative justice terhadap pelaku tindak 
pidana pencurian ringan yaitu Pihak korban dan pihak pelaku tidak tercapai 
kesepakatan damai dan Kurang optimalnya peranan Lembaga dan fungsi adat 
dalam menyelesaikan permasalahan. 
Kata kunci : penegakan hukum, pencurian ringan, restorative justice, perdamaian.  

 
Abstract 

(Restorative Justice) is an approach to justice that focuses on the needs of victims, 
perpetrators of crimes, and also involves community participation, and does not 
merely fulfill legal provisions or criminal sentences. This research was conducted at 
the Pariangan Police in cases of minor crimes of theft. The focus of the problem 
contained in the research is What is the process of resolving Restorative Justice in 
minor criminal cases through Restorative Justice by Bhabinkamtibmas at the 
Pariangan Police? and What are the obstacles to the implementation of restorative 
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justice against perpetrators of minor theft crimes by Bhabinkamtibmas at the 
Pariangan Police? The method used in this research is sociological legal research, 
namely research by looking at legal realities in society, looking at legal aspects and 
social interactions in society, functioning as support for legal research or writing 
needs. Meanwhile, the nature of the research carried out is descriptive in nature, 
namely providing an overview accompanied by a systematic explanation regarding the 
crime of petty theft which was resolved through restorative justice. The research 
results show that the process of resolving criminal acts through restorative justice is 
divided into 2, namely Traditional Village or Tribal Moots. This model is the root of the 
emergence of criminal dispute resolution based on mediation. Victim Offender 
Mediation, the emergence of the Victim Offender Mediation model, apart from the 
emergence of tribal moots, is also caused by the inefficiency of the criminal justice 
system which places more emphasis on the aspect of retaliation alone. Obstacles or 
obstacles to the application of restorative justice to perpetrators of petty theft crimes 
are that the victim and the perpetrator cannot reach a peaceful agreement and the 
role of traditional institutions and functions in resolving problems is less than optimal. 
Key words: law enforcement, petty theft, restorative justice, peace  
 
PENDAHULUAN 
Dalam prespektif keadilan restoratif (Restorative Justice), perbuatan kejahatan 
dinilai sebagai perilaku yang menghilangkan keseimbangan sehingga dalam hal 
pemenuhan keseimbangan, semua pihak yang berhubungan dengan tindak pidana 
tertentu bersama-sama memecahkan masalah dan memikirkan bagaimana 
menangani akibat di masa yang akan datang. Salah satu upaya pemenuhan 
keseimbangan tersebut adalah dengan menerapkan keadilan restoratif dalam 
penyelesaian tindak pidana ringan di masyarakat desa. 

 
Dasar-Dasar Hukum Restorative Justice : 

1. Pasal 205 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) 
2. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 

tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda 
dalam KUHP 

3. Nota Kesepakatan Bersama Ketua Mahkamah Agung, Menteri Hukum dan 
Hak Asasi Manusia, Jaksa Agung, Kepala Kepolisian Negara Republik 
Indonesia Nomor 131/KMA/SKB/X/2012, Nomor M.HH-07.HM.03.02 
Tahun 2012 

4. Surat Direktur Jenderal Badan Peradilan umum Nomor 301 Tahun 2015 
tentang Penyelesaian Tindak Pidana Ringan 

5. Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak 
Pidana berdasarkan Keadilan Restoratif 

6. Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian 
Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif 
 

Bhabinkamtibmas bertugas untuk melakukan pembinaan masyarakat, deteksi dini, 
dan mediasi atau negosiasi agar terciptanya kondisi yang kondusif di masyarakat. 
perkara ringan diatur dalam KUHP, Pasal 302 ayat (1) mengenai penganiayaan 
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ringan terhadap hewan, Pasal 352 ayat (1) mengenai penganiayaan ringan, pasal 
364 mengenai pencurian ringan, Pasal 373 mengenai penggelapan ringan, pasal 379 
mengenai Penipuan Ringan, Pasal 384 mengenai Penipuan dan Penjualan, Pasal 407 
ayat (1) mengenai Perusakan Barang, Pasal 482 mengenai Penadahan Ringan, Pasal 
315 mengenai Penghinaan Ringan, konsep pendekatan keadilan restoratif 
merupakan suatu pendekatan yang menitik beratkan pada kondisi terciptanya 
keadilan dan keseimbangan bagi pelaku tindak pidana ringan serta korbannya 
sendiri.  
 
Hakikat hukum adalah untuk terciptanya kedamaian dan kesejahteraan warga 
negara. Wirjono Projodikoro menyatakan bahwa hukum diharapkan sebagai 
pemicu adanya tingkat keserasian tertentu antara ketertiban dan ketentuan 
(peraturan), dengan  demikian tujuan pokok  penerapan hukum adalah untuk 
mencapai tatanan masyarakat yang tertib sesuai kaidah-kaidah hukum itu sendiri 
serta untuk memberikan perlindungan atas hak-hak individu dalam kehidupan 
masyarakat suatu negara.1 Van Kan menyatakan bahwa hukum adalah sebagai 
keseluruhan peraturan hidup yang bersifat memaksa untuk melindungi 
kepentingan manusia di dalam masyarakat.2 
 
Konsep penyelesian tindak pidana ringan di Kecamatan Pariangan melibatkan tiga 
unsur, yaitu pelaku dan keluarganya, korban beserta keluarganya, dan juga 
Bhabinkamtibmas. Bhabinkamtibmas memiliki kedudukan yang sentral sebagai 
mediator sekaligus fasilitator dalam penyelesaian tindak pidana ringan. Tugas dan 
fungsinya ialah menengani dan mendamaikan termasuk menfasilitasi para pelaku 
dan juga korban. Terdapat beberapa jenis sengketa atau pelanggaran ringan yang 
biasa terjadi di dalam masyarakat seperti pencurian ringan, perselisihan harta, serta 
sengketa antara keluarga. 
 
Berdasarkan Pasal 1 angka 4 Perkap Nomor 7 tahun 2021 tentang Bhayangkara 
Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat menyatakan bahwa Bhayangkara 
Pembina keamanan dan ketertiban masyarakat yang selanjutnya disebut 
Bhabinkamtibmas adalah anggota Polri yang bertugas sebagaipembina keamanan 
dan ketertiban masyarakat didesa/kelurahan/nama lain yang setingkat. Dalam 
mengembantugas tersebut sesuai dengan Pasal 2 Perkap Nomor 7 Tahun 2021 
Tentang Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban. 
 
Peran Bhabinkamtibmas dalam menjaga stabilitas kamtibmas di wilayah hukum 
polsek Pariagan adalah sebagai garda terdepan dalam menjaga dan melindungi 
ketertiban masyarakat, sebagai pendengar dan penyelesai masalah. Dengan upaya-
upaya tersebut diharapkan dapat mencegah tindak pidana di sekitaran masyarakat 
Pariangan. 
 

 
1 Wirjono Projodikoro, Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia, PT Refika Aditama, Bandung, 2014, hal. 

50. 
2  R. Soeroso, Pengantar Ilmu Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hal. 27. 
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Tindak Pidana Ringan dalam wilayah hukum Pariangan terjadi peningkatan, 
banyaknya faktor melatar belakangi terjadinya suatu kejahatan dalam wilayah ini 
seperti permasalahan faktor ekonomi dan dendam, kedua hal ini pula menjadi latar 
belakang mengapa kejahatan diwilayah ini meningkat. Walaupun ada peningkatan  
 
METODE PENELITIAN 
Penelitian ini bersifat deskriptif. Penelitian dengan sifat deskriptif dilakukan untuk 
memberikan gambaran tentang fakta Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Ringan 
Di Luar Pengadilan Oleh Bhabinkamtibmas Nagari Pariangan Kec. Pariangan Kab. 
Tanah Datar. Penelitian hukum empiris (empirical law research) disebut juga 
penelitian hukum sosiologis.  Wawancara adalah proses pengumpulan data atau 
informasi melalui tatap muka antara pihak penanya (interviewer) dengan pihak 
yang ditanya atau menjawab (interviewee).3  
 
Populasi adalah keseluruhan dari variabel yang menyangkut masalah yang 
diteliti. Dalam penelitian ini yang dijadikan populasi adalah Bhabinkamtibmas, para 
pihak, dan beberapa perangkat desa. Sampel adalah sebagian untuk diambil dari 
keseluruhan obyek yang diteliti dan dianggap mewakili seluruh populasi. 
Pengolahan data dalam penelitian skripsi ini dilakukan dengan cara pemeriksaan 
data, Klasifikasi data serta penyusunan data. Setelah data yang terkumpul baik 
primer maupun sekunder kemudian di analisa kembali dengan menggunakan 
metode analisis kualitatif sebagai analisis data yang berdasarkan kualitas, mutu dan 
sifat nyata yang berlaku dalam masyarakat. 

 
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
Proses Penyelesaian Tindak Pidana Pencurian Ringan Melalui Restorative 
Justice  
Dalam melaksanakan tugasnya, Polri berpedoman kepada peraturan hukum yang 
berlaku dengan melaksanakan kegiatan penegakan hukum yang bertujuan 
terwujudnya keadilan masyarakat dengan kepastian hukum sehingga tercipta tertib 
hukum ditengah masyarakat sesuai tugas penegakan hukum. Namun demikian 
kegiatan penegakan hukum tersebut sebaiknya memperhatikan berbagai aspek 
kehidupan dalam masyarakat, tidak hanya berdasarkan azas legalitas semata tetapi 
juga mempertimbangkan azas ligitimasi dalam bentuk kearifan local. 
 
Hal ini didasarkan kepada fenomena perkembangan situasi masyarakat saat ini, 
khususnya berkaitan dengan kegiatan penegakan hukum dimana sebagian 
masyarakat tidak puas terhadap mekanisme penegakan hukum  maupun proses 
peradilan pidana yang dilakukan oleh para penegak hukum dan menghendaki agar 
tindakan pelanggaran hukum terutama yang bersifat ringan dapat diselesaikan 
diluar proses peradilan pidana dengan memperhatikan dan mempertimbangkan 
rasa keadilan masyarakat dan kepentingan umum. 
 

 
3 Sudjana, Management Program Pendidikan, Falah Production,  Bandung, 2014,  hal. 297 
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Bhabimkabtimas dalam melakukan penyelesaikan tindak pidana ringan dengan 
pendekatan restorative justice terkadang terdapat kendala yang dihadapi oleh 
Bhabimkabtimas  seperti kendala antara korban dengan pelaku yang tidak mau 
berdamai. Hal ini ditujukan oleh korban agar pelaku tindak pidana ringan mendapat 
efek jera atas perbuatannya. Di sisi lainnya penggunaan metode pendekatan 
restorative justice mendapatkan jalan keluar atau solusi bagi yang berperkara 
dengan peran Bhabimkabtimas yang optimal dalam penyelesaian masalah tersebut. 
 
Salah satu contoh tindak pidana pencurian ringan yang diselesaikan melalui 
pendekatan keadilan restoratif yang diberikan oleh Bripka Andalis Siswanto, SH 
kepada peneliti yaitu : 
Pada hari selasa tanggal 04 Juli 2023 pukul 10:00 WIB telah terjadi sebuah tindak 
pidana pencurian uang sejumlah Rp. 300.000,- yang dilakukan oleh seorang pria 
berumur 54 tahun bernama Indra Yeni. Barang yang dicuri adalah milik seorang 
wanita berumur 35 tahun dengan nama Dian Meliya Putri, dan lokasi tindak pidana 
adalah di Pasar Simabur Kec. Pariangan. Kemudian warga dan korban 
menyerahkan pelaku ke Polsek Pariangan dan diterima oleh oleh Bhabimkabtimas 
Polsek Pariangan yang bernama BRIPKA Andalis Siswanto, S.H pada pukul 12:00 
WIB. 
 
Kemudian bhabinkamtibmas tersebut menjelaskan kepada korban bahwa perkara  
pidana yang terjadi adalah pencurian ringan dan penyidik menjelaskan 
mekanisme penegakan hukum terhadap kasus pencurian ringan, hingga akhirnya 
korban hanya meminta uang nya dikembalikan dan memaafkan pelaku, dengan 
membuat surat sebagai berikut : 

1. Berita acara serah terima pelaku dari warga yang menyerahkan kepada 
polisi; 

2. Surat kesepakatan dari pelaku bahwa ia tidak akan melakukan tindak 
pidana  yang sama maupun tindak pidana lainnya yang melanggar aturan 
hukum; 

3. Surat kesepakatan dari korban bahwa ia tidak akan membuat laporan polisi; 
4. Surat kesepakatan perdamaian antar kedua belah pihak; 
5. Berita acara serah terima pelaku dari dari polisi kepada keluarga pelaku. 

 
Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan penyidik pembantu 
polsek Pariangan yang bernama AIPDA S. Siagian S.Ssos pada tanggal 10 Juli 2023, 
penerapan restorative justice terhadap kasus pencurian ringan sudah diterapkan di 
polsek Pariangan,4 hal itu diperkuat setelah adanya PERKAP Nomor 6 Tahun 2019 
Tentang Peyidikan Tindak Pidana yang menyempurnakan PERKAP nomor 14 tahun 
2012. 
 
Dalam PERKAP Nomor 6 Tahun 2019 disebutkan arti dari gelar perkara, yaitu pada 
Pasal 1 nomor 24 “Gelar perkara adalah kegiatan penyampaian penjelasan tentang 
proses penyelidikan dan penyidikan oleh penyidik kepada peserta gelar dan 

 
4 Wawancara dengan AIPDA S. Siagian (Penyidik pembantu Polsek Pariangan,10 Juli 2023) 
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dilanjutkan diskusi kelompok untuk mendapatkan tanggapan/masukan/koreksi 
guna menghasilkan rekomendasi untuk menentukan tindak lanjut proses 
penyelidikan dan penyidikan. 
 
Menurut BRIPKA Andalis Siswanto,5 S.H, Mediasi dalam hukum pidana lebih 
dikenal dengan sebutan mediasi penal (penal mediation). Pada wilayah hukum 
polsek Pariangan dari tahun 2019 hingga tahun 2023 sudah tercatat 19 kasus 
pencurian ringan yang masuk ke Polsek Pariangan, hal tersebut dapat dilihat pada 
tabel berikut : 

TABEL I 
Jumlah Tindak Pidana Pencurian Ringan Di Wilayah Hukum Polsek 

Pariangan Dari Tahun 2019 - 2023 
NO. TAHUN JUMLAH 

2019 2020 2021 2022 2023 

1. 2 8 7 - 2 19 

          Sumber : Polsek Pariangan Kec. Pariangan 
 

Dari tabel III diatas dapat kita lihat bahwa tindak pidana pencurian ringan yang 
terjadi pada wilayah hukum polsek Pariangan sejak tahun 2019 hingga tahun 2023 
berjumlah 19 kasus. 

TABEL II 
Perbandingan Kasus Tindak Pidana Pencurian Ringan Yang Berhasil Pada 

Proses Penerapan Restorative Justice Dan Yang Sampai Pada Penuntut 
Umum Mulai Dari Tahun 2019-2023 

JUMLAH RJ TIDAK RJ TUNGGAKAN PERKARA 

19 14 5 0 

 Sumber : Polsek Pariangan Kec. Pariangan 
 
Dan pada tabel IV kita dapat melihat dari total 19 kasus tersebut, yang berhasil 
selesai pada tahap penyelidikan dengan metode pendekatan restorative justice 
berjumlah 14 kasus, dan 5 kasus sisanya tidak berhasil dilakukan restorative 
justice dilimpahkan perkaranya kepada Penuntut Umum (dibawa oleh penyidik ke 
siding pengadilan selaku penuntut umum).6 
 
Pada dasarnya, proses penyelesaian tindak pidana pencurian ringan melalui 
restorative justice dilakukan dengan dua cara, yaitu: 

1. Traditional Village or Tribal Moots 
Model ini merupakan akar munculnya penyelesaian sengketa pidana 
berd pasarkan mediasi. Proses penyelesaian sengketa berdasarkan 

 
5 Wawancara dengan BRIPKA Andalis Siswanto (Bhabinkamtibmas Polsek Pariangan, 10 Juli 2023) 
6 Wawancara Dengan Briptu Arif. Budiman (Bhabimkabtimas Polsek Pariangan, 10 Juli 2023) 
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model ini dilakukan baik terhadap sengketa antara warga dalam suatu 
suku maupun dengan suku lain. Tujuan utamanya adalah agar 
ketenangan dan kedamaian tercipta kembali dengan berlandaskan 
kepada keyakinan agama dan keutuhan kultural. Proses penyelesaian 
sengketa meliputi semua aspek kehidupan suku. Menurut model ini 
seluruh anggota masyarakat bertemu untuk memecahkan konflik 
kejahatan diantara warganya. Penerapan model ini terdapat di negara- 
negara berkembang dan umumnya didaerah pedesaan atau pedalaman. 
Dalam penyelesaian konflik kejahatan yang dilakukan oleh warga 
masyarakat, titik tekan model ini lebih pada manfaat yang ingin dicapai 
oleh masyarakat yang berada diwilayah itu. Model ini lebih memilih 
keuntungan bagi masyarakat luas ketimbang pelaku dan korban 
kejahatan 
 

2. Victim Offender Mediation 
Kemunculan model Victim Offender Mediation selain disebabkan 
kemunculan tribal moots, juga disebabkan oleh tidak efisiennya sistim 
peradilan pidana yang lebih menekankan pada aspek pembalasan 
semata. Masyarakat tidak puas dengan mekanisme kerja sistim peradilan 
pidana yang hanya menekankan pada pemidanaan dan pembalasan. 
Penjatuhan pidana kepada pelaku jarang sekali yang memenuhi 
kebutuhan atau keinginan korban. Selain itu, prinsip-prinsip dasar 
keadilan restoratif yang memfokuskan kepada kebutuhan korban dan 
menyediakan suatu forum dimana partisipasi korban merupakan hal 
yang esensial bagi tercapainya keadilan, memberikan pengaruh terhadap 
kemunculan model ini. 
Fokus utama model Victim Offender Mediation adalah menempatkan 
pelaku dan korban kejahatan sebagai bagian dari sistim peradilan pidana. 
Model ini diterapkan pada tindak pidana seperti tindak pidana harta 
benda, tindak pidana penghinaan, pidana ringan, penghinaan atas dasar 
ras, agama, dan pelecehan seksual. Saat ini model Victim Offender 
Mediation cenderung diterapkan pada tindak pidana yang menimbulkan 
luka dan kerugian yang besar pada korban. 
 
Setelah penulis amati diantara 2 metode diatas makan penyelesaian 
pelaksanaan Restorative Justice terhadap tindak pidana ringan pencurian 
oleh Bhabinkamtibmas Polsek Pariangan Resor Tanah Datar  maka 
Bhabinkamtibmas Polsek Pariangan menggunakan metode Victim 
Offender Mediation karna disini Bhabinkamtibmas bertindak sebagai 
mediator dalam pelaksanaan penyelesaian pelaksanaan Restorative 
Justice terhadap tindak pidana ringan pencurian dan selama ini 
penggunaan metode ini tampak berhasil terbukti dari 19 kasus tindak 
pidana ringan pencurian di Polsek Pariangan yang 14 bisa diselesaikan 
dengan Restorative Justice. 
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Kendala Yang Timbul Dalam Implementasi Keadilan Restoratif Di Polsek 
Pariangan 
Hasil penelitian di Polsek Paringan menunjukkan bahwa implementasi keadilan 
restoratif dalam penyelesaian perkara pencurian terkadang muncul hambatan, 
yaitu : 

1. Pihak korban dan pihak pelaku tidak tercapai kesepakatan damai 
Salah satu syarat formi dalam pelaksanaan keadilan restoratif perdamaian 
kedua belah pihak (yaitu pihak pelaku dan pihak korban), surat pernyataan 
perdamaian dan penyelesaian perselisihan para pihak yang berperkara 
(pelapor, dan/atau keluarga pelapor, terlapor dan/atau keluarga terlapor dan 
perwakilan dari tokoh masyarakat). Dalam hal ini terkadang ditemui peristiwa 
pencurian  dimana para pihak yang terlibat dalam pencurian tidak sepakat 
untuk berdamai atau membuat kesepakatan damai. Dengan tidak adanya 
kesepakatan damai dari kedua belah pihak maka penyelesaian perkara 
pencurian melalui restorative justice tidak akan tercapai. Solusi untuk 
mengatasi hambatan tersebut adalah penyidik tidak melakukan intervensi, 
melainkan Brigadir Noval Daliyus, SH sebagai Bhabimkabtimas melibatkan 
pihak pemerintah nagari yaitu masing-masing perangkat desa dari pihak-
pihak yang terlibat untuk melakukan mediasi.7  Melalui mediasi diharapkan 
dapat mengurangi penumpukan perkara, penyelesaian perkara lebih cepat, 
murah dan sederhana, memberikan akses seluas mungkin kepada para pihak 
untuk memperleh keadilan. 
 

2. Adanya intervensi dari pihak ketiga 
Implementasi keadilan restoratif bertujuan untuk memberikan keadilan serta 
kepastian hukum bagi pihak- pihak yang berperkara. Namun terkadang ada 
pihak ketiga yang memprovoksi pihak korban agar proses dilanjutkan melalui 
peradilan. Solusi untuk mengatasi hal tersebut adalah dengan pendekatan 
terhadap pihak-pihak yang berkonflik (pelaku dan korban) agar tidak 
terpengaruh oleh pihak-pihak ketiga yang tidak berkepentingan. Selain juga 
dilakukan pengarahan kepada kedua belah pihak (pelaku dan korban), 
maupun tokoh masyarakat yang terlibat tentang tujuan dari penyelesaian 
kasus berdasarkan keadilan restoratif yang bermuara pada asas keadilan. 

 
KESIMPULAN 
Proses penyelesaian tindak pidana melalui restorative justice terbagi 2 yaitu 
pertama, Traditional Village or Tribal Moots, Model ini merupakan akar munculnya 
penyelesaian sengketa pidana berd pasarkan mediasi. Proses penyelesaian sengketa 
berdasarkan model ini dilakukan baik terhadap sengketa antara warga dalam suatu 
suku maupun dengan suku lain. Kedua Victim Offender Mediation, Kemunculan 
model Victim Offender Mediation selain disebabkan kemunculan tribal moots, juga 
disebabkan oleh tidak efisiennya sistim peradilan pidana yang lebih menekankan 
pada aspek pembalasan semata. Masyarakat tidak puas dengan mekanisme kerja 
sistim peradilan pidana yang hanya menekankan pada pemidanaan dan pembalasan 

 
7 Wawancara dengan Brigadir Noval Daliyus, SH (Bhabimkabtimas polsek pariangan, 10 Juli 2023) 
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Hambatan atau kendala dari penerapan restorative justice terhadap pelaku tindak 
pidana pencurian ringan yaitu Pihak korban dan pihak pelaku tidak tercapai 
kesepakatan damai, intervensi dari pihak ketiga. 
 
SARAN 
a) Dalam upaya mendapatkan perdamaian sebagai penegakan restorative justice 

sebaiknya pihak kepolisian maupun masyarakat melalui lembaga adat ataupun 
pranata sosial harus mempertimbangkan efek jera yang akan didapat pelaku, 
agar pelaku tidak mengulangi tindak pidana pencurian lagi ataupun tindak 
pidana lainnya. 

b) Akibat hukum yang ditimbulkan dari penerapan Restorative Justice terhadap        
pelaku tindak pidana pencurian ringan memang mengutungkan sebagai 
keringanan bagi pelaku. Untuk pihak kepolisian sebaiknya benar benar 
mengidentifikasi diri pelaku walaupun perdamaian sudah tercapai, guna  
menjadikan alasan terhadap penahanan pelaku dikemudian hari apabila ia 
melakukan tindak pidana pencurian ringan lagi. Dan bagi hakim, selayaknya 
melihat tingkat kesalahan dari pelaku dan mempertimbangkan efek kerugian 
bagi korban dalam menjatuhkan hukuman. 
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